2 i{arbztmt s)"render a deczszon. ajter

- opportunity to be heard. . Arbitration is the ideal "dzsptéte reso!utton for._ﬁi_-'_ '
. Insurance clamrs a‘zspuz‘es between z‘he pohcykaider and insurer due 1‘0 its
' advantages suck @s . effi iciency in time and co.sfs, privacy and conf demzal 3 _

‘etc. Most of i msurance contracts. have’ arb:tmtmn clause, However, i

Indones*m not many. c!azms a'zsputes broug!zt by the polzcyhalder io

arbztmtor for the dzsputes resolution unlike in other wore developed _

countries. There ave three factors tnﬂuencmg the eﬁectzveness of the
application or enforcement of the arbitration dispute resolution clause i.e.
strictural, Substantive and legal cultural. The insurance industry need to
pro#ote. and. soaalize amore the. arbztmtmn dtspute resolution to
poizcyholders ERCL TR Rt il :

Keyww‘ds arb;tmtmn, msurance contract polzcyholder, msumnce clatms
d:spute, dtspate resolutmn & '

1. Pendahuluan e e f

- Setiap masyarakat mempunyai berbagai macam cara untuk menyelesaikan
sengketa atau konflik seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase
dan ajudikasi. Untuk cara penyelesaian mana yang dipilih oleh anggota
masyarakat, hal it didasarkan pada berbagai faktor seperti pemahaman anggota
masyarakat atas cara atau bentuk penyelesaian sengketa tersebut , keyakinan
bahwa cara tersebut adalah cara terbaik dan paling menguntungkan dilihat dari

segl biaya, efektifitas dan cepat lambatnya waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan sengketa.

' Praktist Asuransi, Mediator dan Arbiter Asuransi serta Staf Pengajar Mata Kuliah

Hukum Asuransi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mata Kuliah
Manajemen Risiko dan Asuransi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia
Atma Jaya Jakarta dan Mata Kuliah Legal Aspects of Insurance di Sekolah Tinggi
Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA),
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Dl dalam transaksx b;sms asurans: penyeiesman sengketa pada masyarakat
yang sudah sadar akan pentingnya asuransi (insurance minded society) lebih
sering dlselesa}kan melalui arbltrase, k&rena itu kontrak-kontrak asuransi
di negara-negara yang penduduknya sudah masyarakat sadar asuransi selalu
memuat klausul penyelesman sengketa melalui arbitrase.

D1 Inggns mlsalnya semua sengketa mengenai besarnya jumlah gant: rug1
(klaim) asuransi diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan sengketa mengenai
penafsiran kontrak (contract/policy wording) masih dimungkinkan diselesaikan
melalui peradilan umum. . Mengapa demikian, karena cara penyelesman
-:sengketa kontrak asuransi melalux arbltrase dlanggap sebagal cara palmg adﬂ
(ﬁzzr) bagi para plhak yang bersengketa B o O -

: Pranata asuransi masuk ke Indonesm sejak zaman penj aj ahan Belanda
dan terus berkembang hingga saat ini menjadi suatu pranata vang sangat penting
dalam dunia usaha dan kehidupan masyarakat yang tingkat ekonominya
menengah ke atas. Pentingnya pranata asuransi dalam dunia usaha dapat dilihat
dari kenyataan bahwa dalam dumia perbankan, tidak akan ada pemberian kredit
dari bank jika agunan kredit tersebut tidak dijamin dengan asuransi seperti
halnya dalam pembelian rumah dan mobil melalui kredit dari bank atau lembaga
pembelian seperti leasing.?

Kontrak asuransi atau yang juga dikenal dengan sebutan polis asuransi
yang dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia adalah berasal
dari Belanda dan Inggris atau Amerika Serikat, meskipun sekarang ini sudah
ada beberapa kontrak asurans: yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Indonesia
atau oleh perusahaan asuransi Indonesia, akan tetapi strukiur dan pokok-pokok
isi kontrak asuransi tersebut mengandung banyak persamaan dengan kontrak
asuransi yang ada di negara-negara yang disebutkan tadi.

Salah satu ketentuan dalam kontrak asuransi di negara-negara yang
masyarakatnya sudah sadar asuransi adalah ketentuan atau klausul penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.

Semua polis yang dibuat dan dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUT) memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Akan tetapi jika kita lihat kenyataan di dalam penyelesaian sengketa asuransi,
kerap kali sengketa asuransi dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa
tersebut. Artinya masih sedikit sengketa yang diminta oleh masyarakat
tertanggung untuk diselesaikan melalui arbitrase.

2 Penutupan asuransi atas agunan/jaminan kredit sudah menjadi suatu persyaratan di
dalam syarat-syarat/ ketentuan pemberian kredit dari bank dan lembaga-lembaga
pembiayaan baik nasional maupun internasional.
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uhsann‘umencoba mengmlgkapkandanmengawab pennasaiahan ten;ebut'_'_- -
ek ';_pengamatandanpengalmnanpenuhs selama ini sebagai prakt:sxasurans;
s :_-_'_'dan dan berbagai sengketa klaim asuransi yang masuk ke dan ditangam oleh : =
e 'Departemen Hukum Peraturan dan K}alm Asos1a.9.1 Asurans; Umum Indonesm' L

_ Penutupan asuransx dltuan gkan dalam suatu dokumen per_; anpan tertuhs |
' yang lazim disebut polis atau kontrak asuransi. Kontrak asuransi mengamb;l

asas konsensual yang mengandung arti bahwa kontrak Asm ansi sudah lahir.

.'dan muim berlaku sejak dicapai kata sepalcat antara penanggung dan tertanggtmg

mengenai penumpan asuransi tersebut yaztu syarat- syarat, ketentuan atau isi .
dari kontrak asuransi. Secara gans besar isi dari kontrak asuransi terdiri dari
uraian mengenaz obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat tertanggung
dan penanggung, jangka waktn kontrak, risiko atau bahaya~bahaya yang dijamin
dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syaratvsyarat atau ketentuan umum dan
yang teraldnr adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi
klaim yang b;asanya dzsebut k}ausul arbitrase atau penyelesaian sengketa/
persehslhan 4

- Klausul arbmase atau sengketa daiam konn'ak asuransi memuat ketentuan
apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat
bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahuli penyelesaian secara
musyawarah atau amicable settlement. Akan tetapi jika penyelesaian secara
musyawarah tidak dapat dicapai, maka pam p1hak sepakat untuk menyelesatkan
sengketa melalui arbifrase.

Arb;trase adalah suatu cara penyelesman suatu sengketa perdata diluar
peradﬂan wmum (out of court settlement) yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pthak yang bersengketa. Perjanjian
arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausul
arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat
kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa,
para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi
suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan
melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini
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berarti dart sejak awal penutupan asuransi, penanggung dan tertanggung § teh_h
sepakai mengesampmgkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum
perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkm tzmbul
di kemudian hari. Akan tetapi seandainya suatu kontrak asuransi tidak mermuat
klausul arbitrase, apakah sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui
arbitrase? Penyelesaian melalui arbitrase masih tetap dapat dilakukan. Dalam
hal ini para pihak yang bersengketa wajib membuat suatu perjanjian teriulis
yang memuat bahwa para pihak sepakat untuk menyeiescukan sengkct’i yang
telah ter _]adi melalw arblti ase. Peg anjlan arburase semacant ini dlsebu‘i Akm
Comprorms ' : :

Penyelesalan sengkata meiaiul alb;trase ada 2 (dua) macanm: yaztu
penyelesaian sengketa melaiut Arbitrase Ad-hoc dan Arbitrase Permanen yang
disebut juga Arbitrase Institusional. Karena itu adalah suatu hal yang sangat
penting dicantumkan secara jelas dalam setiap klausul arbiirase dalam suatu
kontrak, arbitrase mana yang dimaksud atau disepakati, apakah Arbitrase
Ad-hoc atau Arbitrase Institusional. Arbitrase Ad-hoc sifatiya adalah 11131denta1
atau tidak permanen, karena arbitrase Ad-hoc dibentuk hanya untuk
menyelesatkan suatu sengketa tertentu. Apabila sengketa yang ditangani sudah
selesal, maka majelis arbitrase Ad-hoc akan bubar dengan qendlrmya
Pembentukan majehs arbitrase Ad-hoc dilakukan oleh para pihak yang
bersengketa sesuai dengan klausul arbitrase Ad-hoc yang terdapat dalam kontrak
atau perjanjian arbitrase (akta compromis).

Jika para pthak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan atas
penunjukkan arbiter, maka mereka dapat memohon ketua pengadilan negeri
untuk menunjuk arbiter. Para pihak dapat menyetujui pemumjukkan/pengangkatan
seorang arbiter tunggal atau masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter
dan kedua arbiter yang telah ditunjuk akan memilih dan memmjuk arbiter yang
ketiga menjadi ketua majelis arbitrase. Para pihak bebas untuk menentukan
acara atau kerangka dan tata cara arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Arbitrase. Dalam arbitrase Ad-hoc, proses pemeriksaan
arbitrase berlangsung tanpa ada pengawasan atau peninjauan yang bersifat
lembaga sebagaimana halnya dalam arbitrase Permanen/ Institusional, karena
ity pengangkatan dan penunjukkan arbiter yang cakap, kompeten dan
berpengalaman serta mempunyai pengetahuan teknis yang baik dalam masalah
yang dipersengketakan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Jika yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah
arbitrase Permanen atau Institusional, maka sebaiknya disebut badan arbitrase
mana yang dimaksud, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
Arbitrase Institusional adalah suatu lembaga arbitrase yang pada umumnya
didirtkan atas inisiatif Kamar Dagang dan Industri dari suatu negara seperti
BANI, atau The Cowrt of Arbitration of the Iniernaiional Chamber of
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Musgapa is.lausul Arb]trase Kempk'\ll Tldak Menjad: Acuan Da]am Penya[esamn Sengketa e

Commer ce (ICC) Pans Badan Arbltrase Permanen mempunyal aturml-aturan o
: 'fprosedural sebagal pedoman bagi para pihak dalam ber-arbitrase dan juga. -
tata cara pengangkatan arbiter. Badan Arbltrase Permanen melakukan'- -
pengawasan terhadap proses arbltrase : e AN e
. Dalam bisms asuransi, dari se}umlah kontrak asurans1 yang pemah penuhs' 5
-hhat/ baca semua kontrak asm ansi tersebut memuat klausul arb;trase Ad-hoc.”
- Adakontrak asuransi yang memuat klausul arbitrase Ad-Hoc yang lebihrinei”
rena dalam klausul arbltrase Ad—hoc tersebut telah diuraikan tata cara

"pengangkatan arbiter dan proses arbitrase; akan tetapi ada juga yang hanya"f- e

- secara sm_gkat mensyaratkan bahwa jika terj adi sengketa maka para pihak %
: -"sepa}\a ' nﬂimenyelesaikannya mela}m arbltrase 5 '3: o i : '

3 Manfaat Atan Keuntungan Penyeiesaian Sengket& Asumnsx Melalua
Arblirase 74 o

Sengketa yang pahng sering t:mbul daiam kontmk asuransi adalah sengketa
mengenas 1 klaim atan tontutan ganti rugi oleh tertanggung kepada penanggung
atau perubahaan asuransi, Penyelesaian sengketa klaim asuransi melahui arbitrase
mempunyai beberapa keuntungan jika d1bandmgkan denoan penyelesaian
melalm pemdllan umum, :

Adapun keuntungan tersebut adaiah sebaga1 berikut:

1.’_“_- Para arbiter adalah orang-orang yang memahami masalah yang
' idipersengketakan karena arbiter ditunjuk oleh para pihak dari orang-
orang profesional yang telah berpengalaman di bidang asuransi, karena itu

putusannyapun akan lebih fair, jujur dan adil.

2. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup atau rahasia, sehingga publisitas
* dapat dihindarkan. Pada umumnya manusia atau badan usaha tidak senang
jika masyarakat luas atau publik mengetahui dirinya atau suatu badan usaha

sedang dalam sengketa.

3. Biaya ber-arbitrase lebih murah daripada biaya berperkara di pengadilan.

4. Penyelesaian sengketa lebih cepat, karena tata cara arbitrase lebih

sederhana dan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyat kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak.

4. Sistem Hukum Yang Kurang Mendukung

Jika dilihat dari berbagai keuntungan yang akan didapat apabila suatu
sengketa tuntutan klaim atau ganti kerugian dalam kontrak asuransi diselesaikan
melalui arbitrase, seyogianya para pihak, khususnya pihak tertanggung akan
cenderung dan lebih banyak menyelesaikan sengketa klaim melalui arbitrase.
Akan tetapi jika kita lihat dalam kenyataannya belum seperti itu. Beberapa
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tertanggung maszh membawa kasus sengketa klaim asuransi kepada peradllan'- :
umum (court: Setrlemenr) ‘meskipun dalam kontrak asuransinya sudah ada_
tercantum klausul penyelesaian- sengketa/perselisinan melalui arbitrase.
Dari pengamatan dan pengalaman penulis di Departemen Hukum, Peratul an.
danKlaim Asosiasi Asuransi Unum Indonesm (AAUIL), beberapa. sengke‘n '
klaim yang dimohon oleh tertanggun g untuk diselesaikan melalui arbitrase,

ternyata sengketa—sencrketa tersebut bebelumnya sudah pernah dibawa ke
peradﬂan I, akan tetapi] karena peradilan umum (Pengadilan NegcrUnga

Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) dalam puiusannya menolak mengadihi

sengketa klaim tersebut, karena pen gadlian tidak berwenang memer ﬂs:qa dan
mengadili karena kontrak asuransinya; memuat klausul penye}esann sengkeﬁ:a'
melatui arbitrase, dengan demikian arbitrase mempunyai kewenangan absolut
untuk menyelesaikan (memeriksa dan memutus) sengketa/perkara tersebut.

Mengapa klausul arbitrase kerapkal; tidak menjadi acuan dalam
penyelesman sengketa klaim asuransi, hal ini dapat dilihat dari wralan d1bawah
ini. Hukatm mempunyai (antara lain) tiga fungsi yaitu hukum berfungst sebagai
alat pengendali sosial (social control), fungsi merubah masyarakat (soczal
engineering) dan fungsi menyelesaikan sengketa (disputes settlement)..

Penyelesajan sengketa tidak hanya dimaksud penyelesaian sengketa oleh
badan peradllan wmum, akan tetapi juga oleh penyelesaxan senglketa informal
seperti negosiasi, mediast dan arbitrase. Suatu perjanjian adalah undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt sesvanda), karena itu kontrak
asuransi yang didalamnya telah disepakati penyelesaian sengketamelalu arb1ﬁase
adalah undang-undang atau hukum bagi tertanggung dan penanggung, yang
seyogianya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Mengapa suatu ketentuan hukum atau undang -undang dalam hal ini
ketentuan (klausul) arbitrase dalam kontrak asuransi tidalk berlaku efektifatan
kurang dipatuhi oleh tertanggung, menurut pengamatan penulis, hal ini sangat
berkaitan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 (tiga) faktor
atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum yaiin
struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substantive) dan
budaya hukum (Jegal culture).

2. Straktar

Struktur dalam hal ini menyangkut aparat penegalk hukum yaitu hakim
dan peradilan yang ada. Para hakim mempunyai peranan yang sangat penting
dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi
melalui arbitrase atau sebaliknya. Jika para hakim apakah karena keliru atau
dengan sadar menerima, melayani dan bersedia memeriksa dan memutus
perkara/sengketa klaim asuransi, padahal dalam kontrak asuransi sudah diatur
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pakau bahwa s.engketa akan dlSClGS&ik&l‘l melaiux arbitrase dalam hal S

_Sepert; ni para hakim justru t1dak mendukung penyelesazan sengketa asurans1
i melalul arbitrase, el
Dalam kenya‘iaalmya sekalipun para pxhak sudah sepakat dalam kontrak

. .asuransi bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, akan tetapi jika .

salah satu pih&k, biasanya tertanggung, tetap mengajukan gugatan ke pengadilan '

: negerx/nmga masih ada hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara/ o
- . sengketa klaim asuransi yang diajukan. Hal ini mengadi suatu hal yang patut i
A dlpertanyakan dan dapat menjadi obyek smdlfpcneiman hukum tersendiri. -

Sikap hakim dan pengadxlan seperti diuraikan diatas membuat ketentuan v

| "atau Mziusul arbitrase dalam kontrak asurans: menjadi kehﬂangan daya"-__:::.:__-:_

' 'penerapam}ya (law enforcement). .

- Seandainya para hakim/pengadilan negeri menolak untuk mengadlh dan
memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan kepadanya, niscaya -
para plhak dalam kontrak asuransi akan mentaatl kiausui arvitrase yang telah
disepakan bR _

b. Substansz

Yang dlmaksud dengan substansi adalah ketentuan perundang-undangan .
atau hukwm itu sendiri. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 .
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, ketentuan yang
mengatur arbitrase adalah Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglemen op de
Burgerlijke Rechtsvordering yang disingkat dengan RV), hukum peninggalan
Belanda yang melalui Pasal IT Aturan Peralihan UUD 1945 jo Pasal 337 HIR
diberlakukan di Indonesia. RV i sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai
lagt dengan perkembangan dunia usaha. Sedangkan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekunasaan Kehakiman
dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) hanya membolehkan penyelesaian perkara
dituar pengadilan melalui wasit atau arbitrase, tanpa ada pengaturan yang lebih
rinci, misalnya mengenai ketentuan-ketentuan ber-arbitrase, seperti kompetensi
absolut dari arbitrase, eksekusi putusan arbitrase dan lain-lain. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus,
jelas, rinci dan tegas mengatur arbitrase, telah mengakibatkan tidak ada
pegangan (acuan) yang jelas bagi para pihak dalam kontrak asuransi dan juga
bagi para hakim/pengadilan. Keadaan yang lebih memprihatinkan terjadi karena
ada hakim-hakim yang menganut paham atau berpendapat bahwa meskipun
ada klausul arbitrase dalam suatu kontrak akan tetapi arbitrase tidak mempunyai
kompetensi absolut, karena itu jika salah satu pihak tetap menginginkan
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penyeiesaxan sengketa melalui pengadilan, maka halim dapat dilakukan. Dengan .
keadaan sepertt ini, klausul arbitrase dari konirak asuransi menjadi kehllangan :
kepastlan hukumnya. '

'~ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun.i 999
dlharapkan keadaan seperti diuraikan diatas-akan berubah, karena Unaang- _
Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah mengatur dengan tegas bahwa adanya.
suatu perjanjian arbitrase tertulis (klausul arbitrase atau akta compromis)
meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke,
pengadilan negeri dan selanjutnya ditegaskan bahwa pengadilan negert wagil xb _
menolak dan tidak akan campuriangan di dalam penyelesaian sengketa vang
telah ditetdpkan melalui arbitrase terkecufﬂl dalam hal-hal tertentu seperti adanyd
dolumen palsu, tipu muslihat dan penipuan. B

€. Buday& Hukum

Yang dimaksud dengan budaya hukaun adalah nilai-nilai yang indup di
masyarakat (values) dan sikap dari masyarakat (artifudes) terhadap hukum,
dalam hal ini apakah nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat mendukung
keberadaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa asuransi.

Kita lihat lebih dahulu sikap tertanggung sebagai anggota masqukat
Masyarakat tertanggung nampaknya mempunyai persepsi bahwa tempat
penyelesaian sengketa hanyalah pengadilan, Jika ada sengketa atau perkara,
mereka mengingat pengacara, hakim dan pengadilan yang bisa membantu
mercka menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mengapa demikian? Dari
pengamatan penulis, ada beberapa fakior penyebab:

1. Faktor pertama
Tertanggung kurang memahami isi kontrak/polis asuransi yang dibelinya,
tidak membaca klansul-klausul yang ada, sehingga tidalk memaham: bahwa
jika ada sengketa, maka sengketa itu sesuai kontrak harus diselesaikan
melalut arbitrase.
Mengapa tertanggung tidak membaca kontrak/polis asuransi? Alasan yang
paling sering dikemukakan adalah bahwa tulisan dalam kontrak asuransi
kecil-kecil dan bahasanya bahasa hulaun yang tidak mudah dipahami, yang
menurut perulis alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena klausul arbitrase
dalam polis asuransi selalu cukup jelas dengan kalimat dan bahasa yang
mudah dimengerti oleh orang awam dalam hukum.
Alasan kedua adalah bahwa tertanggung sebenarnya belum tertarik dan
belum berniat menutup atau membeli jaminan asuransi, akan tetapi karena
ada pinjaman/kredit dari Bank dan Bank mewajibkan membeli asuranst,
sehingga dia menurati sala kemauan Bank dan tidak ada minat unmk
membaca konirak asuransinya.
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Mu]g:ap'l I\lausui Arburase K.erapk&]x Tldak Mc!‘i}'idi Acmn Dalam Penyc]csann Scngketa I

2 Faktorkedua ERIRIC T
. ..=Karena sifat rahas1a dan tertutup dan penyelesalan sencrketa meiaim arbitrase.
g :mengakxbatkan masyarakat tertanggung Jarang sekali atau bahkan tidak
* pemah mendengar berita atau membaca di media cetak dan elektronik:
. penyelesaian- penyelesamn sengkeiamelaiul arbltrase Sebaliknya setiap. -
- hari ada berita di media cetak mengenai penyelesax an sencketa/perkam _
;1nela1u1pengadﬂan Keadaan inj. menunbuﬂcmsuatukondlsipermklranatau:: :
- -persepsi bahwa pengadllanlah sam-satunya tempat menyelesalkan sengketaf
-:-f'-ﬁyangdihadapz i e e e e e

S Sosmh%am tentang penyelesaian sengketa me}alux arbltrase yang masm_'-_
b 'iﬁlrang, baik dan pemenntah BANI dan durna usaha perasux ansian.

. 3Dan pengamatan penulis, sekallpun Undang-Undang Nomor 30 Tatun 1 999
tentang Arbitrasedan Penyelesalan Sengketatelah dmndangkan akan tetani.
tidak banyak masyarakat tertanggung yang mengetahui apa itu arbitrase. . .

4. ."-Faktor keempat - - %
Para pengacara (lawyers) mempunyai kecendemngan untuk membawa -
sengketa klaim asuransi ke pengadilan, padahal scbagai penasehat hukum

- atau pengacara seharusnya mengetahui bahwa ada klausul penyelesaian
sengketa melalui arbitrase, karena itu seharusnya mereka mencari-
penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase.Dari beberapa-
sengketa klaim yang dimohon ke AAUT untuk diselesaikan melalui arbitrase
oleh pengacara, sengketa tersebut beberapa diantaranya telah terlebih dahulu
digjukan ke pengadilan, setelah pengadilan memutus menolak mengadilinya,
barulah para pengacara tersebut membawa sengketa klaim itu untuk
diselesaikan melaui arbitrase.

Semoga sikap para pengacara seperti ini berubah di masa yang akan datang

- dan sikap hakim yang mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui arbitrase seperti yang terjadi dalam sengketa/perkara asuransi selama
ini semakin tumbuh dan ditkuti oleh klaim-klaim yang lain.

5. Arbitrase dimasa yang akan datang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, sudah ada peningkatan jurnlah
sengketa klaim asuransi yang diselesaikan melalui Arbitrase. Setiap tahun ada
sengketa klaim asuransi yang diselesaikan melalui arbitrase. Sedangkan pada
tahun-tahun sebelumnya, belum tentu ada setiap tahun sengketa klaim asuransi
yang diselesaikan melalui arbitrase,
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Mengapd terjach pemngkatan vang cukup besar jumiahnya? Menumt

penuhs salah satu faktor adalah karena Undang-Undang Nomor 30 “Tahun
1999 memberikan dukungan yang begitu besarterhadap pelaksanaan ( law
enfon cement) Klausul Arbitrase yang telah dlsepakati oleh para plhak dalam
suatukontrak/perjanjian, termasuk kontrak asuransi.

Selanjutnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1599 memad‘ikan hak
para pihal dalam per}anjlan untuk mengajukan penyelesman sengketa ke
pengadilannegeri dan juga mewajibkan pengadilan negeri untuk menolak dan
tidak campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah dltetapkan

melalui arbitrase, terkecuali datam hal adanya dokurmnen palsu, tipu muslihat

“dan penipuan. Oleh karena.ifu, Undang-Undang Nomor 36 Tabun 1998 i
ielah menmptakan sistepn hukim yang mendukung penyelasalan sengketa melahi
arbitrase di masa yang akan datang. Struktur yang menyangla aparat penegak
hukum yaitu hakim dan peradilan diwajibkan untuk menghormati klausul
arbitrase. Sedangkan dari segi substansi yaitu ketentuan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, paling tidak untuk tahap awal, dinilai
cukup memadai, Sedangkan yang menyanglkut budaya hulur dari masyarakat
khususnya tertanggung akan mengalami perubahan menjadi lebih mengenal
arbitrase sebagai akibat dari penolakan sengketa yang dibawa ke pengadilan,
dan juga jika diberikan sosialisasi oleh penanggung (perusahaan-perusahaan
asuransi, asosiasi perusahaan asuransi), maka penulis optimis bahwa arbitrase
sebagai pranata penyelesaian sengketa yang ideal dalam sengketa klaim asuransi
akan semakin berperan di masa yang akan datang. -

6. Kesimpulan Dan Saran

a, Kesimpulan

1) Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa klarm asuransi yang
ideal karena mempunyai beberapa keuntingan dan kelebihan karena
penyelesaian melalui arbitrase lebih efisicn dalam waktu dan biaya,
terjaga kerahasiaannya, diselesaikan oleh para arbiter yang ahli di
bidang yang dipersengketakan dan keputusan arbitrase bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para
pihak yang bersengketa.

2) Meskipun kentrak asuransi di Indonesia memuat klausul penyelesaian
sengketa melalui arbitrase, akan tetapi sebelum diundangkannya
UU Nomor 30 Tahun 1999, tidak banyak atau sangat sedikit
sengketa klaim asuransi diselesaikan melalui pranata arbitrase.
Adapun penyebab hal tersebut adalah sistem hukum yang kurang
mendulung yakni strukiur, substansi dan nilai-nilai (values) dan sikap
(attitudes) dari masyarakat tertanggung dan aparat penegak hukum,




_."_Mengapa Kiausu] Arbltmse i\erapk 1h T‘dak Menjqél Acuan Daiam Penyc:lc'

S Gt daIam kontrak : asuransi,

' Z_Perkembancran yang menggembzrakan sudah terhhat dengan .
oo semakin meningkatnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui
 arbitrase sejak tahun 2000 hingga sekarang. Perkembangantersebut';
. akanlebihbaik lagi jika perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan
©asuransi dan Dewan Asuransi Indonesia secara aktif dan
: _ﬁ_-berkesmambungan mengadakan 5031ahsa51 arb1trase bag1

i ‘masyarakat tertanggung. -

: 4) ‘Mengingatuntuk sengketa klann asuransi yang Jumiah ganti xugmya \
~sampai dengan Rp. 500.000.000,- untuk sengketa klaim asuransi

kerugian dan sampai dengan Rp. 300.000.000,- untuk sengketa
---klaim asuransi jiwa sudah ada Badan Mediasi Asuransi Indonesia

- {BMAT) sebagai lembaga atau tempat untuk menyelesaikannya,

maka Arbitrase adalah ideal untuk penyelesaian sengketa tuntutan

- Klaim/ganti rugi atas sengketa klaim yang gagal disclesaikan di BMAT

dan ] Jjuga untuk sengketa-sengketa klaim yang jumlah tuntutan ganti

ruginya melebihi dari Rp. 500. 000. 000,- (untuk asuransi kerugian)

~“danRp. 300.000.000,- (untuk asuransi jiwa) serta sengketa asuransi
lainnya yang bukan merupakan kompetensi BMAL

b. Saran

Perusahaan-perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi dan
industri asuransi Indonesia perlu mengadakan sosialisasi penyelesaian
sengketa asuransi melalui mediasi dan arbitrase bagi masyarakat
tertanggung asuransi, sehingga masyarakat tertanggung akan semakin
mengenal mediasi dan arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa
yang ideal di bidang sengketa tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi.
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